PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



" PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG |
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP 395 /S0f /102t ]
Tanggal Pembuatan \§ Mei 2oL )
Tanggal Revisi 0% w01V

Tanggal Pengesahan \

Pengesahan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian Publik;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;

Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi;

7. Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

8. Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelclaan

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

ol ol

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Kementrian Dalam Neger' dan Pemerintahan
Daerah.

2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas,
Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan
memiliki kemapuan pendokumentasian, IT, atau memahami
tentang pelayanan informasi public.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkzpan :

SOP Palayanan Permohonan Informasi Publik

1. Komputer dengan jaringan internet
2. ATK
3. Media Komunikasi (Telepon, e-mail, website, fax, SMS)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancarzan tugas
PPID dalam Pelayanan Informasi

Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy




ISEWI0JUI BUBJES INjejau
Suepawns uajednqgey ye
2}Isqam nee gj¢

wef 8 21sgam 2y 4qIq yes
Qidd
uesely ya|o |
ueSuejepuelip e
8ueA daia - epeday ueywnwni
ueydelaiip ¥niun HS 1enq |p nieq |sewoul uesninday A IWIS3J BJRIAS YIjqnd Ise)l
ueyequej epe eyil ‘ueyde}ayp 4qig denas jeins wer g uep |SewJoju| Jeyeq uey
‘|Ip ‘utel yeyid ueduap uexnyejip
BueA uejfueliad ‘ueysenjayip Bued uexeligay
‘ueu)ziiad juel Isewloju) ‘ueieyasa)
ueueAejad wel 1sewojul eAujesiw
“ees deljas ueyelpasip pifem Sued |sewsoju|
(€) uep ueeuesusqay uewnwnduad 1uadas !€TOZ UNyeL TON j4dd 9
yeAueq Bueio dnpiy pefey ny8uedusw ‘0TOz UnyelL TON DjIad 'S
BueA jsewoju) eAujesiw elJaw eUSS ‘0OTOZ UNYeL T9 'ONdd 't
eledas ueywnwnip pifem Bued isewuou) (z) ‘$TOZ UNYeL EZ'ONNN '€
‘ueje|3ay uesode| eyas el1aupy uep uesed8ue | eAuueieuagay ‘s00zZ unyeL sz 'oNNN °Z -
eAujesiw ‘ejexJaq eJedas uejwnwnip 1sejyisepjip ‘800z unyel pT'ONNN T A daig ue
uep uejeipasip pilfem SueA isewuoju) ye ‘eped wnjuedsl uep ‘ue)yisejuawl
(T) : seje LpJay Isewoqul Isexiisepy 8ueA daiq wer g 1ul ueje|3a) uejesedsiad ‘ueyisexyyisepjdua eu
'€ETOZUNYEL TON PUad '9
yerseq ‘0TOZUNYELTONPHad 'S
1e8uelad uep ‘0TOzZ UNYeL T9'ONdd v
uauodwoy ‘YTOZ UNYEL EZ ONNN '€ ueyejuiawad |p uauoduuc
1ep ‘600z UNyeL sZ'ONNN ‘T -Buisew 1syodny uedua
uexjndwnyip ‘gooz unyel T 'ON NN T uep sejjemysaq dueA (4
yea1 : eped wnjueday ISRJUaWNYOQ Uep Isewlo
wer g

BueA 4qiq

ue8uela1ay

indinQ

] ue:e;ﬂax uelEJeASJEId

e ue;eeASJad =

35 | (]|dd uesew 4

welﬂ Clldd

uemndmnﬂuam mueq

~muequad aldd

njeg nIn

euesye|ad

SENAIDY




Nomor SOP SWESEESS
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG Tanggal Pembuatan & Mo eao
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, Tanggal Revisi oo AN 95
PERSANDIAN DAN STATISTIK Tanggal Pengesahan °Q AN S
Pengesahan th ominfosanditik
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK %Q‘?‘ 0'97
A
o\‘gﬁg i ’
R 5.Pd.
%) 719670 9702 1 004
Nama SOP B Yinformasi Publik
— —

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;

Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

8. Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah

Nowumhkwpng

1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.

2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas,
Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan
memiliki kemapuan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang
pelayanan informasi public.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Permohonan Informasi Publik

Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Term of Reference Komputer
Printer dan Scanner

Jariangan Internet

. Format daftar informasi publik

A ol s

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apanila SOP ini tidak
berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa infomrasi.

Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

e Abeivices PPID Pembantu | PPID Utama | Atasan PPID Kompanan dan
_ _ _ Peranltat Daerah

Persyaratan Waktu Output

PPI bantu menerima Formulir B Omenit Fomuli

permohonan data dari pemohon * permohonan permohonan
informasi. informasi dan informasi yang
fotokopi telah diisi lengkap
identitas diri dan dilampiri
dari pemohon fotokopi/scan
informasi identitas diri (NIK)
2 PPID utama melakukan registrasi Semua data- 5 menit DIP yang telah
berkas permohonan informasi data pemohon tersusun dalam
publik Tidak 4 Ya informasi bentuk hardcopy
—-— disimpan dan softcopy.
dalam bentuk
hardcopy dan

softcopy.




Atasan PPID meminta ke DIP yang telah | 10x24 DIP Pencarian
perangkat daerah untuk ditetapkan Jam data/inform
memberikan informasi kepada oleh diminta olef
PPID untuk diberikan kepada komponen dilayani olef
pemohon informasi atau mungkin pel
perangkat tersebut ter!
! daerah dalam hal in
ki data/inform
penting dilal
Komponen daerah memberikan Rencana 1x24 jam | Informasi public
informasi kepada PPID jadwal rapat yang diminta oleh
Pembantu pemochon
informasi.
PPID memberikan informasi yang Informasi atau | 7x24 jam | Informasi public
diminta oleh pemohon informasi dokumen yang yang diminta oleh
< diminta oleh pemahon
pemohon informasi

informasi




Nomor SOP S TESNE S

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG Tanggal Pembuatan L3 e 900y
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, Tanggal Revisi R O 3od
PERSANDIAN DAN STATISTIK Tanggal Pengesahan o1 Sub— 080
Pengesahan

Kepala[Dinas Kominfosanditik =

2
Y xe
NS

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

™

AGES MUSLIM, S. Pd

NIP. 19670727 199702 1 004
Nama SOP SOP Uji Korisekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); 1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Dokumentasi di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP; Daerah.
5. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas,
6. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan
Informasi; memiliki kemapuan pendokumentasian, IT, atau memahami
7. Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan tentang pelayanan informasi public.

Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;
8. Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apanila SOP ini tidak Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy
berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa infomrasi.




Prosedur

Pelaksana Mutu Baku
Tim Komponen
- W d::|l?e:::;nn:u Pe;:’:;:::?ﬂ Peraat::k s Pemohon Persyaratan Waktu Output
Informasi Daerah
o A s AL MEFRRD iR

1 | Melakukan kajian atas informasi Berkas Berkas
yang tidak termasuk dalam DIP. "_-.- permohonan permohonan

informasi dari informasi yang

pemohon telah diisi lengkap

informasi dan dilampiri
fotokopi/scan
identitas diri
(dokumen
pertimbangan)

2 | Memberikan pertimbangan atas v 1x24 jam | Dokumen Pertimbany
informasi yang dimaksud yang pertimbangan kepada PPI
bersifat rahasia informasi y

pemohon i

3 | Jika informasi yang dimaksud
adalah terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada
perangkat daerah untuk
menyerahkan informasi yang P
dimaksud. Jika status informasi
oleh Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi dinyatakan
rahasia, maka PPID membuat
surat penolakan kepada
pemohon

4 | Komponen Perangkat Daerah A Dokumen
menyerahkan informasi - pertimbangan
dokumen yang dimaksud kepada ' - '
pemohon




PPID Utama dan Pembantu
memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon

Memberikan
informasi yang
diminta oleh
pemohon
dengan
menandatanga
ni tanda bukti
penerimaan
atau
memberikan
surat penolakan
kepada
pemohon jika
status informasi
dinyatakan
rahasia

7x24 jam

Informasi public
yang diminta oleh
pemohon
informasi atau
surat penolakan




PERSANDIAN DAN STATISTIK

s{Insun medal) 7

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Pengesahan

SOP Penané\d‘q}&e@emﬁﬁﬁrmam Publik

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifika Ks

MNimn aw e

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;

Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah

4.

PPID dan PPID Pembantu memahami Peraturan Komisi Informasi No. 1 ahu
Standar Layanan Informasi Publik

PPID dan PPID Pembantu memahami Peraturan Komisi Inofrmasi No. 1 Tah
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional memiliki kewenangan dibawah
maupun PPID Pembantu dan/atau petugas meja informasi memiliki kemarn
a. Memahami pendokumentasian dan kearsipan

b. Memahami dan dapat menguasai IT.

¢. Memiliki sertifikasi tentang pelayanan public.

d. Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendu

Petugas meja informasi memberikan layanan bagi pemohon informasi sesu

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Lemar Kerja dan Rencana Kerja

Erm of Reference

Meja Informasi

Telpon dan fax

Komputer, Printer dan Scanner

Jaringan Internet

Nota dinas/surat

8. Formulir Pernyaaan Keberatan atas Permohonan Informasi

N O N

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apanila SOP ini tidak
berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa infomrasi.

Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Aktivitas

Al
Pemohon menyampaikan

Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Bagian FPD Utame
P ——— Registrasi atau PPID Atasan PPID Persyaratan Waktu Output

Pemu

ormlir erlgajuan

" x4 jam

Formulir g sudah

menyampaikan pengajuan
keberatan kepada atasan PPID

Keberatan Informasi
Publik dan
fotokokopi udentutas
duru dari pemohon

pengajuan keberatan atas tidak Keberatan Informasi terisi
terlayaninya permohonan Publik dan fotocopy
informasi yang dibutuhkan identitas diri dari
pemohon
2 Bagian registrasi memberikan i Formulir Pengajuan 1x24 jam | Formulir yang sudah
formulir pengajuan keberatan_ - Keberatan Informasi terisi (hardcopy dan
kepada PPID Utama atau PPID Publik dan fotokopi softcopy)
Pembantu identitas diri dari
pemohon
3 | PPID Utama atau Pembantu Formulir Pengajuan 1x24 jam




Memeriksa formulir pengajuan Berkas pengajuan 1x24 jam | Catatan atas
keberatan keberatan pelayanan jawaban penolakan
informasi yang telah permohonan
diisi lengkap informasi
Menerima catatan atas jawaban Berkas pengajuan 1x24 jam | Catatanatas
penolakan keberatan pelayanan jawaban penolakan
informasi yang telah permohonan
diisi lengkap, dan DIP informasi
yang telah
diumumkan
Menerima catatan atas jawaban 1x24 jam | Catatan atas

penolakan

r

jawaban penolakan
permohonan
informasi dan
Daftar Informasi
yang Dikecualikan




Nomor SOP ESEESS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG Tanggal Pembuatan S5 Dy O
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, Tanggal Revisi M o %8S
PERSANDIAN DAN STATISTIK Tanggal Pengesahan |91 O 500
Pengesahan _Kepalg PinasKo
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 7o ~SY%0\

P

Nama SOP

SOP Fasilitasi Sengkéta Jhformasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

UU No. 25 Tahun 20089 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;

Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

8. Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah

il i S

3. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

4. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas, Pranata

Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan memiliki kemapuan
pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan informasi
publik.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Term of Reference

Meja Informasi

Telfon dan Fax

Komputer, Printer dan Scanner
6. Jaringan Internet

L o

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apanila SOP ini tidak
berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa infomrasi.

Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
PPID Utama
No Aktidtas Pemohon atauPPID | Atasanppip | TIm Fasilitasi Persyaratan Waktu Output it
Informasi Sengketa
Pembantu g
Mengajukan eheatan secara . : orlir pengjuan - 10x24 jam “Berkas pona
tertulis kepada atas PPID - keberatan informasi informasi public
public dan fotokopi yang telah diisi
identitas pemohon lengkap dan
dilampiri
fotokpi/scan
identitas diri
2 | PPID Utama membuat tim 1x24 jam | Tanggapan tertulis Tim fasilitasi sel
fasilitasi sengketa ﬁ dari atasan PPID beranggotakan
perihal informasi Utama dan Perr
yang disengketakan | Pejabat Bagian
dan Pejabat Fur
3 | Menetapakna tim fasilitasi h 4 1x24 jam
sengketa -
4 | Melakukan mediasi terkait 1x24 jam Berita acara mediasi
laporan keberatan informasi ﬁ
publik
5 Melaporkan proses penanganan 1x24 jam Berita acara mediasi
sengketa informasi kepada -
atasan PPID
6 | Menerima hasil mediasi = 1x24 jam Laporan hasil
sengketa informasi - mediasi




